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A. Konsonan

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Keterangan

\ aif Tidak dilambangkan | tidak dilambangkan

<@ ba B Be

< ta T Te

& sa S es (dengan titik di atas)

z jim J Je

z ha H ha (dengan titik di bawah
z kha Kh kadan ha

2 dal D De

3 zal Z zet (dengan titik di atas)
) ra R Er

D) zai z Zet

o sin S Es

ob syin Sy esdan ye

o= sad S es (dengan titik di bawah
o= dad D de (dengan titik di bawah)




L ta T te (dengan titik di bawah)
L za Z zet (dengan titik di bawah)
& ‘ain komaterbalik (di atas)
¢ gain G Ge
e fa F Ef
S gaf Q Qi
4 kaf Ka
J lam L El
a Mim M Em
O nun N En
E) wau \W We
> ha H Ha
e hamzah | ° Apostrof
S ya Y Ye
B. Vokal
Vokal tunggal Vokal rangkap Vokal panjang
i=za =3
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TaMarbutah
1. TaMarbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

Lwa sl e ditulis mar’atun jamilah

2.  TaMarbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

bl ditulis fatimah
Syaddad (Tasydid, Geminasi)
Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang

diberi tanda syaddad tersebut.

contoh:

(G ditulis rabbana

A ditulis al-birr
Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan

huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

contoh:
Osaddll ditulis asy-syamsu
dab ditulis ar-rojulu
ol ditulis as-sayyidah
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Kata sandang yang ditkuti oleh  “huruf qomariyah”
ditrangdliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /1/ diikuti terpisah

dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

contoh:
adll ditulis al-qamar
adl ditulis al-badi
BREN] ditulis al-jalal
Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal katatidak ditransiterasikan. Akan tetapi, jika
hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu
ditransliterasikan dengan apostrof /’/.
contoh:

<l ditulis umirtu

£t ditulis syai’un
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ABSTRAK
Norhafidzoh, Siti. (1517020) 2021. IMPLEMENTASI PASAL 2 HURUF F
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG NETRALITAS
APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020 MENURUT PRESPEKTIF FIQH
SIYASAH DUSTURIYYAH Dosen Pembimbing: Dr.Hj.Siti Qomariyah, M.A

Tujuan penelitian adalah: untuk mengkaji mengena Implementasi pasal 2
huruf F Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang netralitas aparatur sipil negara
dalam pemilihn kepala derah kabupaten Demak tahun 2020 Menurut prespektif figh
siyasah dusturiyyah.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif melalui lapangan untuk
menghasilkan data deskriptif analitis. Data yang dipergunakan adalah data
sekunder. Dengan mengambil subjek penlitian Bawaslu Kabupaten Demak yang
mel sanakan pengawasan partisipatif pada pelaksanaan pilkada tahun 2020. Teknik
pengumpulan data yang  digunakan melaui tekhnik wawancaratehknik
dokumentasi,dan tehknik observasi. Analisis data dan penarikan kesimpulan dari
data-data yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa figh siyasah dusturiyyah berasal dari
bahasa persia Semula artinya adalah seorang yang otoritas,baik dalam bidang
politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya,kata ini digunakan untuk
menunjukkan anggota kependataan ( pemuka agama) zoroaster (majusi). Setelah
mengalami penyerapan ke dalam bahasa arab,kata dustur berkembang pengertianya
menjadi asas dasar/pembinaan menurut istilah, dustur berarti kumpulan akidah
yang mengatur dasar dan hubunagn kerja sama antara sesama anggota masyarakat
dalam sebuah negara yang baik tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis
(konstitusi).

Pelaksanaan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur,Bupati dan wakil
Bupati,serta walikota dan wakil walikota adalah bagian dari implementas
demokrasi yang ada di negara Indonesia. maka besar kemungkinan untuk perlu
diperhatikan implementasi kedaul atan rakyat.secaraimplementasi dan analisis baik
dalam konsep hukum idam maupun disesuaikan dengan hukum nasiona yang
diterapkan di indonesia.ha ini benar dengan hadirnya analisis melalui al-qur’an
dikoreks dasar hukum nasiona ada titik pencapaian. Secara proses pengawasan
partisipatif Bawaslu Kabupaten Demak dalam praktek pilkada Bupati dan wakil
bupati Demak tahun 2020 sudah sesuai dengan konsep figih siyasah dan hukum
nasional yang sudah di terapkan di Indonesia.

Kata Kunci: figih siyaaah dusturiyyah,Aparatur Sipil Negara.Pilkada 2020
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BAB |
PENDAHULUAN
A.Latar Belakang Masalah

Aturan Netralitas ASN mengalami pergesaran sesuai masanya. Padamasa
orde lama,ASN terkotak-kotak dalam keanggotaan partai politik sesuai dengan
ketentuan Peraturan Presiden No.2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Presiden
Republik No.2 Tahun 1959. Pada masa orde baru, Aturan Netralitas ASN
diartikan sebagai Kesatuan Korps, sebaga upaya menyatukan kembali ASN
yang terkotak-kotak dalam afiliasi Partai Politik, hal ini sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 1970 dan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun
1971, disamping itu jugaterdapat aturan tentang larangan PNS menjadi anggota
partai politik yaitu sesaui dengan Permendagri Nomor 12 Tahun 1968. Pada
masa orde reformasi , Netralitas ASN tidak sgja berarti larangan ASN untuk
menjadi anggota partai politik namun juga larangan untuk ASN sebagai
pelaksana pemilihan umum anggota Legisatif sesuai dengan Undang-Undang
No. 10 Tahun 2008 serta dalam pelaksaan Pemilihan umum Presiden dan Wakil
Presiden sesuai dengan Undang- Undang No. 42 Tahun 2008. Selanjutnya
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengatur tentang Netralitas Aparatur
Sipil Negara dari intervens politik.Demikian juga dalam Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017. ASN tidak diperbolehkan menjadi anggota atau pengurus
partai politik, serta dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye dalam

pelaksanaan pemilihan umum baik tingkat provinsi ataupunnasional .t

! Sarwana, Bagus.(2018) Pergeseran Aturan Netralitas Aparatur Spil Negara dalam
pemilihan umum.Y ogyakrta: Universitas Muhammadiyah .\VVol.25, No. 2



Pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah, isu netralitas Aparatur Sipil
Negara (ASN) selau menjadi topik hangat dan sorotan Untuk meminimalisir
terjadinya pelanggaran dan ketidaknetralan ASN dalam pilkada berbagai
landasan hukum sudah dikeluarkan pemerintah mulai darai Undang-Undang
sampai surat keputusan bersama (SKB). Undang-undang Nomor 5 tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara pada pasal 2 huruf f menyatakan bahwa
penyelenggaraan kebijakan dan mangemen ASN berdasarkan pada asas
netralitas . menurut penjelasan pasal 2 huruf f yang dimaksud dengan *“asas
netralitas” adalah bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk
pengaruh manapun dan tidak memihak kepadakepentingan siapapun.pemerintah
jugamenerbitkan surat keputusan bersama (SKB) pengawasan netralitas ASN di
pilkada 2020,yang ditanda tangani oleh menteri pendayagunaan Aparatur Sipil
Negara dan reformasi birokras (PANRB),menteri dalam negeri,kepala
kepegawaian negara (BKN),dan ketua KASN.?

Pada Pemilihan umum kepala daerah, Netralitas ASN sangat ditekankan
karena ASN adalah sebagai pelaku yang tidak memihak atapun tidak terlibat
dalam masa kampanye kandidat kepala daerah di gjang pemilukada baik secara
diam-diam atau secara terang-terangan. Pada dasarnya kenetralan birokrasi
sangatlah penting untuk menjamin pelayanan kepada masyarakat secara efektif
dan efisien serta berlaku adil. Dalam perkembanganya konsep netralitas

birokras telah lama menjadi perdebatan para pakar. PNS memilik posisi yang

2 Pentingnya Menjaga Netralitas ASN . di akses dari https://m-kumparan-
com.cdn.amproject.org



sangat penting di dalam birokrasi pemerintahan , karenamereka sering dijadikan
panutan masyarakat. Apabila ASN diperbolehkan menunjukkan dukungan
kepada peserta dalam pemilu maka dikhawatirkan penetapan kebijakan yang di
buatt oleh pegawai ASN akan terpengaruh oleh politik praktis yang dapat
menimbulkan ketidak adilan di kalangan masyrakat.

Netralitas Pegawal Negeri Sipil memang sangat dibutuhkan dalam proses
politik seperti pemilihan umum kepala derah karena pegawai negeri merupakan
pelayan publik dan pegawai negeri betul-betul berdiri secara independen tanpa
harus memihak. Harus diperhatikan bahwa kadang kala pegawai negeri terbawa
arus atau dengan kata lain dalam keadaan terpaksa untuk memihak pada salah
satu pohak apalagi ketika salah satu kandidat merupakan calon pertahanan
(incumbent).ketidaknetralan pegawai negeri juga sangat terlihat apabila calon
kepala daerah yang berasal dari keluargnya, sehingganilai-nilai yang seharusnya
dimiliki harus terbuang dan ditinggalkan. Tidak mengherankan jika banyak
proses politik dalam hal pemilihan umum kepala daerah dicederai dengan
adanya keterlibatan secara langsung pegawai negeri sipil dalam mendukung
salah satu calon kepala daerah.®

Keterlibatan ASN dalam menyukseskan pemilihan kepala daerah menjadi
tim sukses dari salah satu pasangan calon karena adanya iming-iming jabatan.
Padahal penempatan jabatan karena pertimbangan dukungan politik sga

dampaknya akan memperburuk Kkualitas pelayanan publik serta semakin

3 Yamin,Halwan . M .(2013) Netralitas Pegawai Negeri Spil Dalam Pemilihan Umum
Kepala Daerah di Kabupaten Taklar.Makasar: Universitas Hasanudin Makasar .him.47-48



terpuruknya citra pemerintahan karena pembangunan sistem kerja yang tidak
profesional berakibat penempatan jabatan yang tidak berstandar kompetensi.*
Komitmen yang di lakukan pemerintah demi menjaga Netralitas para
amggota ASN dalam pemilu apalagi pilkada diwujudkan dalam ketentuan pasal
1 ayat (17) Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 untuk membentuk badan
pengawas pemilu, bahwa badan pengawas pemilu selanjutnya disebut bawaslu
adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan
pemilu di seluruh wilayah negara indonesia. Bawaslu kota atau kabupaten
berfungs untuk melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten /
kota terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu.Berdasarkan
ketentuan pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tugas dari bawaslu
Kota/ Kabupaten adalah
1. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan
sengketa pemilu.
2. Mengawas pel aksanaan tahapan penyenlengaaran pemilu,
3. Mencegah terjadinya praktik politik uang
4. Mengawas Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN),Netralitas anggota
Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Netraitas anggota Kepolisian
Republik Indonesia.
Merujuk kepada ketentuan pasal 1 ayat (17) Undang-Undang nomor 7

tahun 2017 bahwa badan pengawas pemilu selanjutnya disebut bawaslu adalah

4 Sudrajat, Tedi dan sri hartini.(2017) Rekontruksi Hukum Atas Pola Penangan Pelanggaran
Asas Netralitas Pegawai Negeri Spil.Yogyakarta: Universitas Ggjah Mada. Mimbar Hukum
Vol.29,No.3,him.445-449



lembaga penyelenggara pemilu yang mengawas penyelenggaraan pemilu di

seluruh wilayah negaraindonesia. Bawaslu kota atau kabupaten berfungsi untuk

melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten / kota terhadap

pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu.Berdasarkan ketentuan pasal 93

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tugas dari bawaslu Kota / Kabupaten

adalah :

1. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu

2. Mengawasi pel aksanaan tahapan penyenlengaaran pemilu,

3. Mencegah terjadinya praktik politik uang

4. Mengawas Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN),Netralitas anggota
Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan netralitas anggota Kepolisian
Republik Indonesia.

Berbicara mengenai kebebasan mengeluarkan pendapat dan pikiran
merupakan indikasi bahwa suatu negara melaksankan demokrasi. Indonesia
merupakan salah satu negara demokrasi,hal ini sebagaimana diatur pasal 1 ayat
(2) UUD 1945 yaitu tenatng kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksankan
menurut undang-undang dasar. Salah satu benuk mengeluarkan pendapat dan
pikiran adalah hak memberikan suara atau mengeluarkan pendapat dan pikiran
adalah hak memebrikan suara atau memilih khuusnya berkaitan dengan
pemilihan umum (pemilu) di indonesia. dalam demokrasi (pemilu) merupakan
cara terbaik dan bermartabat bagi rakyat untuk secara langsung berpartisipas
dan memilih presiden/wakil presiden,anggota dewan dan kepala daerah. Dibalik

negara yang maju terdapat rakyat yang aktif dan positif. Demokrasi perlu



dikelola supaya hak suara dapat mendukung lahirnya para pemimpin bangsa
yang baik dan mampu mengel ola bangsa dengan baik.

Menurut Ketua Ikatan Dai Indonesia (IKADI) Prof.ahmad satori ismail
mengatakan presiden bisa disebut sebagai ulil amri. Bahkan seorang Kepala
Desa bisa juga disebut Ulil amri. Jadi, orang-orng yang memiliki wewenang
dalam sebuah urusan pemerintahan bisa disebut ulil amri . secara nama
pemimpin dari level kepala desa hingga presiden bisa disebut ulil amri.®

Daam firman Allah Al-Qur’an surat An-nisa (4) ayat :59

—_—
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Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah
Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di
antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang
sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan
Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari
kemudian. Y ang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih
baik akibatnya. (Q.S An-Nisa:59)

Seorang ulil amri wajib ditaati sepanjang ulil amri tersebut juga menaati
Allah dan Rasul. Artinya, kebijakan yang dikeluarkannya tidak bertentangan
dengan syari’at. Jika perintahnya mengajak kepada kemaksiatan maka gugurlah

ketaatan terhadap ajakan tersebut. Rasulullah bersabda:

5 Hafidz, muftisany, “Apakah Presiden Termasuk Ulil Amri” (online), tersedia di
https://republika.co.id/koran/dial og-jumat/14/08/29/nbixwal5 (11 Oktober 2021)
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Artinya: Wajib bagi setiap muslim untuk mendengar dan taat (kepada
atasan), baik ketika dia suka maupun tidak suka. Selama dia
tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Jika dia diperintahkan
untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengarkan
maupun mentaatinya”. (HR. Bukhari, No. 7144)

Ketaatan terhadap ulil amri ada dua aspek. Pertama, ketaatan terhadap
kebijakan yang dikeluarkannya. Sepanjang aturan tersebut tidak menabrak
aturan Allah maka ulilamri harus ditaati. Kedua,aspek ketaatn secara umum.

Aparatur sipil negara atau lebih dikenal dengan ASN bertugas untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesiona ,jujur,adil, dan
.erata dalam penyel enggaraan tugas negara,pemerinthan,dan pembangunan.®

Dalam pemilihan ASN harus diharuskan untuk bersikap netral dari
pengaruh semua golongan dan partai politik dan tidak didkrimanas dalam
memberikan pelayanan terhadap masyarakt. Tindakan condong ke salah satu
pihak ini telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara berdasarkan Pasal 2 Huruf bahwa setiap pegawai ASN
tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada
kepentingan siapapun’

Dalam pilbup Demak 2020,Bawaslu telah mendapatkan total 4 dugaan
pelanggaran ,dari 4 yang di duga melakukan pelanggaran ,1 diantara 3 orang

tersebut adalah sebagai profesi ASN,yang dimana ASN diharuskan bebas dan

Netral dari segi apapun. Keterlibatan ASN dalam politik tentunya bukan pertama

6 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang ASN ,pasal 1
7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN ,pasal 2 huruf F



kali terjadi dalam pemilu dan pilkada,hal ini disebabkan karena ASN adalah
sebagai pelayan publik dan sudah menjadi tugas utama dalam birokrat.aparatur
sipil negara merupakan pelayan publik dalam mengurusi segala hal yang bisa
menjadikan rakyat lebih mudah dalam mengrusi segala hal,seandainya para
aparatyr sipil negaraini melanggar salah satu dari aturan yang sudah ada maka
bisa ditakutkan bahwa asn itu tidak bisa melayani masyarakat dengan baik.2
Untuk itulah maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian yang
berjudul Implementasi Pasal 2 Huruf f tentang Netralitas Aparatur Sipil
Negara Dalam Pemilihan Umum K epala Daerah Kabupaten Demak Tahun
2020 Per spektif Figh Siyasah.
B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Pasal 2 Huruf F UU No.5 Tahun 2014 tentang
Netralitas ASN pada pilkada serentak di Kabupaten Demak tahun 2020 ?

2. Bagaiaman Implementasi Pasal 2 Huruf F UU No.5 Tahun 2014 tentang
Netralitas ASN pada Pilkada serentak di Kabupaten Demak Thaun 2020
Prespektif Figh Siyasah dusturiyyah?

C. Tujuan Pendlitian
1. Untuk memahami dan mendiskripsikan mengena implementasi Pasal 2
Huruf F UU No.5 Tahun 2014 tentang Netralitas ASN pada Pilkada serentak

di Kabupaten Demak Tahun 2020..

8 PPID BAWASLU DEMAK 2020



2. Untuk memahami dan menganalisis Impelementasi pasal 2 huruf f UU No.5
Tahun 2014 tentang Netralitas ASN pada pilkada serentak di Kabupaten
Demak tahun 2020 menurut prespektif figh siyasah.

D. Kegunaan Pendlitian
1. Kegunaan Secara Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan para
akademis dan pengembangan ilmu pengetahuan hukum terkait penegakan
hukum di tengah masyarakat mengenai kenetralan para peagwai ASN dan
perspekti figh siyasah. Hasil penelitain ini juga diharapkan dapat
memberikan kajian ilmu dan pengetahuan yang dapat dijadikan referens
penelitian berikutnya.
2. Kegunaan secara Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi bagi praktis
politik dan masyarakat termasuk para Aparatur Sipil Negara bagaimana
seharusnya ASN dalam menghadapi pilkada dan pemilu pada umumnya dan
ketentuan figh siyasah tentang hal tersebut.
E. Metode Penelitian
1. Jenis Pendlitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif yang datanya
digali dari sumber sekunder sgja, maka penelitian ini adalah penelitian
lapangan. Penelitian ini difokuskan untuk menggali data dari bawaslu pada

tahun 2020 yang mendokumentasikan terjadinya pelanggaran dalam
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pemilihan umum Kepala Daerah di Kabupaten Demak tahun 2020 yang
dilakukan oleh Pegawai ASN.
. Lokas Penelitian

Penelitian ini dilakukan di jragung kecamatan karanganwen dan di Desa
Wilalung Kecamatan Gajah Kabupaten Demak dengan mengambil Bawaslu
Kabupten Demak sebagal basis utama tempat pencarian data kasus-kasus
pelanggran netralitas ASN .
. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan penelitian adalah pendekatan Y uridis -
Empiris. Pendekatan normatif digunakan karena untuk meneliti atau
mendeskripsikan dan menjelaskan kaidah atau norma hukum yang mengulas
tentang bagaimana Implementasi Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan Kepala Daerah
serentak 2020 di Kabupaten Demak oleh Badan Penagwas Pemilu Kabupaten
Demak, disamping penelitian ini akan menganalisanya menurut figh siyasah.

Pendekatan empiris dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan
implementasi atau pel aksanaan Pasal 2 Huruf F UU No.5 Tahun 2014 tentang
Netralitas ASN pada pilkada serentak di Kabupaten Demak tahun 2020 ,dan
bagaimana Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Demak dalam mengawasi
Pemiihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Demak.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif, yaitu
penelitian yang bertujuan menggambarkan persoal an dan pemecahan masal ah

yang sedang dihadapi dengan meneliti kondisi objek yang alamiah (sebagai
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lawananya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument
kunci, dan teknik pengumpulan datanya dilkaukan secara trigulasi.dimana
objek nya adalah ASN yang melakukan pelanggaran di Kabupaten Demak
yang data utamnya diambil dari dokumentasi Bawaslu Kabupaten Demak.
Jenis Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitain ini adalah jenis data
sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak digali sendiri oleh peneliti
dari lapangan namun diambil dari tangan kedua atau perantara yang sudah
direkam dalam dokumentasi baik tertelis, foto, gambar dan lainnnya. Maka
sumbernya diperoleh dari literatur buku, karya ilmiah atau sumber data lain
yang berkaitan dengan materi penelitian.® Yaitu mengenai ketentuan dan
praktik hukum mengenai pelanggaran Aparatur Sipil Negara dalam
Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Demak tahun 2020, juga data-
datatentang hukum terkait yang adadi Figh Siyasah dan ASN di Kabupaten
Demak.
Teknik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adal ah:

Dokumentasi yang di dukung dengan wawancara yang dimana teknik
ini di gunakan untuk menggali informasi dan mencari data dari yang
bersangkutan metode ini dilakukan dengan kegiatan tanya jawab saling tatap

muka antara peneliti dan narasumber wawancara ini digunakan untuk

H.112

9 Lexy J moeleong.1989. Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung : PT. RemajaRosdaKarya.
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mendapatkan informasi yang telah diteliti, sedangkan teknik dokumentasi di
buat untuk memperoleh suatu data dan memepererat data yang telah
didapatkan dalam berbagai bentuk.Jadi data implementasi peraturan tentang
larangan ASN tidak netral dalam pemilu itu akan diambil bukan di lapangan
langsung namun dari dokumentasi baik yang tersimpan di Bawaslu.
6. Teknik analisis
Dalam menganalisa data, penulis akan menggunakan 3 tahapan: tahap
pengumpulan data, tahap penyajian data dan tahap penarikan kesimpulan.
Dalam penelitian ini analisis data akan dilakukan sejak pengumpulan
data dengan mengecek kebenaran data, membuang yang tidak penting, data-
data yang telah terkumpul tentang impelentasi Peraturan Perundang-
Undangan kemudian disgikan secara diskriptif dalam bentuk kata-kata
bukan angka-angka, lalu dianalisis berdasar perspektif figh siyasah sehingga
dapat ditarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang
bersifat khusus.
F. Sistematika Penulisan
Sistematika adalah uraian penulisan yang menunjukkan pencarian
penulisan dalam memahami skripsi yang terdiri dari bagian awal skripsi tentang
halaman,judul skripsi,halaman pengesahan,halaman motto,halaman
persembahan,halaman kata penagantar,dan halaman daftar isi, dan bagiaan dari
isi skripsi adalah:
BAB | PENDAHULUAN Is dari bab ini terdiri dari Latar

Belakang,rumusan masal ah,tujuan penelitian,dan metode penelitian
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BAB Il KAJIAN PUSTAKA Pada bab ini terdapat tinjauan
pustaka,kerangkateori mengenai Konsep figh siyasah: pengertian, prisip-prinsip
figh siyasah,figh siyasah dusturiyyah, Netralitas ASN dalam Pemilu,dasar
hukum , peraturan perundang-undangan apa sgja yang digunakan,bentuk-bentuk
netralitas ASN sertaaturan seorang ASN,dan isi pasal 2 Huruf f Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Netralitas Apartur Sipil Negara.

BAB 11l DAT A PENELITIAN data penelitian tentang Implementasi
pasal 2 Huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Netralitas
Aparatur Sipil Negaradalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Demak tahun
2020 prespektif Figh Siyasah  ini meliputi: Latar Belakang Lokas
Penelitian,Kasus-K asus Pelanggaran ASN.

BAB IV ANALISIS PENELITIAN pada bab ini beris mengenai
Implementasi pasal 2 Huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten
Demak tahun 2020 dan prinsip-prinsip figh siyasah.

BAB V PENUTUP pada bab ini beris hanya kesimpulan dari hasil

penelitian dan saran.



BAB V
PENUTUP
A. Kesmpulan
Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Pasal 2 Huruf f tentang

Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah

Kabupaten Demak Tahun 2020 Perspektif Figh Siyasah sebagai berikut:

1. Implementasi pasal 2 huruf F Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
netralitas ASN secara umum belum baik.karena masih ada bnyak para
Aparatur Sipil Negara di luar sana yang tidak teridentifikasi oleh bawaslu
namun teridentivikasi oleh masyarakat,namun sayang nya masyarakat masih
enggan untuk melaporkan para ASN yang bermasalah /tidak netral ini.
Namun megena tentang cara pengawasan bawaslu,Bawasiu sudah
menj alankan sumpah dan amanat untuk mengikuti peraturan yang adatentang
netralitas nya saat mengahadapi pilkada. Jika dilihat dari kasus-kasus
pelanggran yang ada di bawaslu Kasus Pelangagran netralitas ASN di
Kabupaten Demak sangat |ah sedikit, yaitu hanyaada satu anggota ASN yang
terindikasi melakukan pelanggara dimana anggota ASN tersebut di beri
sanksi dengan tidak boleh naik jabatan selama 1tahun.namun pada kenyataan
nya di lapangan masysrakat banuak menemukan ASN yang melakukan
pelanggaran atau tidak netral.

2. Implementasi pasal 2 huruf F Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
netralitas ASN dalam Prespektif Figh Siyasah dusturiyyah belom sesuai

dengan figh siyasah,Karena masih banyak ASN di daerah Demak yang tidak

65
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netral . padahal di dalam figh siyasah sudah di jelaskan mengenai aturan yang
harus di kerjakan oleh para pgabat negara dalam memimpin suatu negara
yang baik ,bahwa pemimpin atau pejabat haruslah bisa tanggung jawab
,adil jujur,dan amanah,namun tanggung jawab itu tidak di jalankan sama sgja

pemimpin /pejabat itu tidak amanah dan tidak bertanggung jawab .

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan , maka penulis memiliki

beberapa saran untuk penelitian selanjutnya,sebagai berikut:

1

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat lebih  memperhatikan
mengenai penanganan kasus asn yang tidak netral ,dan bagaimana prosedur-
prosedur tentang penanganan kasus pelanggaran, agar bisa meminimalisir
kasus pelanggaran ASN .

Untuk Bawaslu Kabupaten Demak, diharapkan dengan adanya penelitian ini
dapat menjadikan bahan pertimbangan agar lebih baik lagi dalam mengawasi
pemilu/pilkada dengan baik ,agar tidak ada lagi kasusASN yang melanggar
lagi.

Terbatasnya waktu dan beberapa kendala di lapangan ,maka untuk penelitian
selanjutnya agar lebih bisa mempersiapkn semua yang di butuhkan dengan

teliti dan baik.
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